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BUPATI SAMPANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI SAMPANG 
 

NOMOR  10  TAHUN 2026 
 

TENTANG 

 
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2026 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

 
BUPATI SAMPANG 

 
 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat desa melalui pembangunan yang 
berkelanjutan perlu disusun Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa; 
  b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu disusun 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa Tahun Anggaran 2026; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026; 
 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1004 Nomor· 5, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4355); 
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
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Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    
Nomor 7153); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6914); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 

1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
7153); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6868); 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 
179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 7144); 
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang 

Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia             

Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 7153); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 

2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha 
Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6623); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang 

Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

17. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang 
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
226); 

18. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2025 Nomor 186);  
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang  Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 
tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 6); 
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  46 Tahun 2016 
tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 
tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang 
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1203); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  119 Tahun 2019 
tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran 
Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1802); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 
99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 580); 

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 

tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, 
serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472); 
32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023  tentang Rincian 
Prioritas Penggunaan dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia  Nomor 868 Tahun 2023); 

33. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah 
Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk 

Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 
2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 

Nomor 1151); 
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 

tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 

(Berita Negara Republik Indonesia  Tahun 2026 Nomor 
99); 

35. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 2); 
36. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 2); 
37. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 3); 
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38. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Sampang Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 6); 
39. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Sampang Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sampang Tahun 2025 Nomor 5); 

40. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2025 
Nomor 8); 

41. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Badan 

Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang 
Tahun 2025 Nomor 13); 

42. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang 
Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang 

Tahun 2016 Nomor 33); 
43. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Sampang 

Tahun 2018 Nomor 2); 
44. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal (Berita Daerah Kabupaten Sampang 

Tahun 2019 Nomor 7); 
45. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam 

Pembangunan Kabupaten Sampang (Berita Daerah 
Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 26); 

46. Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2022 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang 
Tahun 2022 Nomor 126); 

47. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2023 tentang Sistem 
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 79); 
48. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 81); 

49. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah 

Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 82); 
50. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar 

Harga Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah 
Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 33) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 

2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 
Tahun 2024 tentang Standar Harga Pemerintah 

Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang 
Tahun 2025 Nomor 10); 

51. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Standar 
Harga Satuan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang 
Tahun 2025 Nomor 19); 
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52. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 
(Berita Daerah Kabupaten Sampang tahun 2025 Nomor 

40); 
53. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2025 

tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2026 (Berita 
Daerah Kabupaten Sampang tahun 2025 Nomor 47); 

54. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2025 tentang standar 
Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 

2025 Nomor 50); 
55. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2025 

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten 

Sampang Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten 
Sampang tahun 2025 Nomor 47); 

56. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2025 tentang  
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten 
Sampang Tahun 2025 Nomor 77); 

57. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2026 tentang 

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Sampang Tahun 2026 Nomor 10); 
58. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2026 Pedoman Teknis 

Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi 
Hasil Pajak Daerah Dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah 
Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten 

Sampang Tahun 2026 Nomor 9). 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 
ANGGARAN 2026. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sampang 

2. Bupati adalah Bupati Sampang 
3. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Sampang 
4. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang 

selanjutnya disebut dengan Gerakan PKK adalah Gerakan 
Pembangunan Masyarakat yang tumbuh dari, oleh dan 
untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
Berakhlak Mulia dan Berbudi Luhur, Sehat, Sejahtera, 

Maju dan Mandiri, Kesetaraan dan Keadilan Gender serta 
Kesadaraan Hukum dan Lingkungan. 

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
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berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 

7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa 

8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat 

dinilai dengan uang tennasuk di dalamnya segala bentuk 
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 

desa tersebut. 
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan 

yang meliputi perencanaan, penganggaran, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 
pengawasan keuangan desa. 

10. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan 
uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk 

menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan 
untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank 
Pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala 

Desa. 
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah reneana keuangan 
tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 

disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan Desa. 
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD 

adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam 
APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

14. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari 
pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai 
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi. 

15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi 
desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat 

16. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari 
pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
yang dialokasikan kepada daerah terten tu dengan tujuan 
untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 
merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional. 

17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah 
Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai 
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kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 

keuangan desa. 
18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 

penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati 
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah 

pada bank yang ditetapkan. 
19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan 

uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk 
menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan 

untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank 
yang ditetapkan. 

20. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok 

kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah 
desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan 

APB Desa. 
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang 

selanjutnya disebut RPJM Desa adalah reneana kegiatan 
pembangunan desa untuk jangka waktu 8 (delapan) 
tahun. 

22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen pereneanaan 

pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai 
periode masing-masing pemerintah daerah. 

23. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disebut RKPD adalah  dokumen pereneanaan daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

24. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut 
RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk 

jangka waktu 1 (satu) tahun. 
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya 

disingkat SiLPA  adalah selisih lebih realisasi penerimaan 
dan pengeluaran anggaran selama satu periode (biasanya 
1 tahun). 

BAB II  
PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA 

 
Pasal 2 

(1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026, 
meliputi: 
a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan 

Kebijakan Pemerintah Desa; 
b. Prinsip Penyusunan APB Desa; 

c. Kebijakan Penyusunan APB Desa;  
d. Teknis Penyusunan APB Desa; 

e. Pelaksanaan Transaksi Non Tunai; dan 
f. Standarisasi Belanja. 

(2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 

2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

 
 

BAB III …. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=SiLPA+%28Sisa+Lebih+Perhitungan+Anggaran%29&mstk=AUtExfB75DTmePHi9bfmiXMU2rFQpbHR49mh3GhnJL35EsfV3BhKOrEarhWBr1pjcVce_ktr0RSpnFQWIWnMNPK1SSQW0RVJF9hDH0WZqmvHMglM2hSfI3cjjYQfMt07BreYVpw&csui=3&ved=2ahUKEwj0yOOBgIOTAxU13TgGHaBiAM4QgK4QegYIAQgAEAM
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=SiLPA+%28Sisa+Lebih+Perhitungan+Anggaran%29&mstk=AUtExfB75DTmePHi9bfmiXMU2rFQpbHR49mh3GhnJL35EsfV3BhKOrEarhWBr1pjcVce_ktr0RSpnFQWIWnMNPK1SSQW0RVJF9hDH0WZqmvHMglM2hSfI3cjjYQfMt07BreYVpw&csui=3&ved=2ahUKEwj0yOOBgIOTAxU13TgGHaBiAM4QgK4QegYIAQgAEAM
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=SiLPA+%28Sisa+Lebih+Perhitungan+Anggaran%29&mstk=AUtExfB75DTmePHi9bfmiXMU2rFQpbHR49mh3GhnJL35EsfV3BhKOrEarhWBr1pjcVce_ktr0RSpnFQWIWnMNPK1SSQW0RVJF9hDH0WZqmvHMglM2hSfI3cjjYQfMt07BreYVpw&csui=3&ved=2ahUKEwj0yOOBgIOTAxU13TgGHaBiAM4QgK4QegYIAQgAEAM
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Sekda 
Ass. 
PKR 

Kabag 
Hukum 

Ka. 
DPMD 

    

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 3 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bupati ini 

diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Sampang. 

 
Ditetapkan di : Sampang 
pada tanggal : 24  Februari  2026 

 
BUPATI SAMPANG, 

 
   ttd 

 
SLAMET JUNAIDI 

 

 
Diundangkan di :   Sampang 

pada tanggal : 24  Februari  2026 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG, 
 
 

          ttd 
 

YULIADI SETIYAWAN 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026 NOMOR : 10 


